
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOI\{OR I TAHUN 2()II

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI DONGGALA.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala yang mengatur tentang Pajak
Daerah perlu ditinjau kernbali karena tidak sesuai lagi
dengan perkernbangan peraturan perundang-undangan
di bidang Pajak Daerah;

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang
sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

b.

c.



Mengingat : l. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat ll di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3029),

Undang-Undang Nornor l9 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nonor l9 Tahun

2000 tentaug Perubahau Kedua Atas Undang-Undang
Nomor l9 Tahun 1997 tentang Peuagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Letrbaran Negara Republik

ludonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentar)g Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negala Republik Iudonesia

Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Norror 20 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nouror 2l Tahun

1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik

3.

4.

5.



Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg

Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik

hrdonesia Tahun 2004 Nouror 125, Tarrbahan

Lernbaran Negara Republik hrdolesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengar.r Undang-

undang Nomor l2 Talrun 2008 tentang Perubaban

Kedua Atas Uudang-uudang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahau Daerah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Norror 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum Perpajakau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahar

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

10. Undang-Undang Nontor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nornor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4959):

I l.Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Leurbaran Negara Tahun 2009

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4966);



12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
I 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukurr Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5 145):

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang

Pemindahau lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala
dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3869):
l6.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
lT.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan



Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor I 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2005 Nomor 48);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49

Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nornor 49);
2l.Peraturan Da€rah Kabupaten Donggala Nomor 3

Tahun 2008 teDtang Unrsan Pemerintahan yang

rnenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala
(Lernbaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008

Nomor 3);
22.Peraturan Menteri Keuangan Nonor

l471PMK.07l20l0 tentang Badan atau Per\^'akilarl

Lembaga Intemasional yang tidak dikenakan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor

148/PMK.07l2010 tentang Badan atau Perwakilan

Lembaga Intemasional yang tidak dikenakan Pajak

Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DABRAH TENTANG PAJAK
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUN{

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebur

Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas rertentu dibidang

Perpajakan Daerah sesuai sesuai dengan Perundang-undangan yang
berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak rnelakukan
usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah Dengan Nama dan bentuk
apapun , Firma, Kongsi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi
lainnya, Lembaga dan bentuk Badaan Lainnya termasuk Kontrak
Investasi, Koletif dan Bentuk Usaha Tetap.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan



yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losrnen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,
dengan jurnlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

9. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau

serta rumah kos

Badan yang
menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang rnenjadi tanggutgannya.

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayaanaan yang disediakan oleh
restoran.

11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau mrnuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga runah makan,
kafetaria, kantin, rvarung, bar dau sejenislya termasuk jasa
boga/katering.

12. Pajak Iliburan adalah pajak alas penyelenggaraan hibur.an.
13. Hiburan adalah semua jenis tontoDan, pertun.jukan, perrnailran

dan/atau keramaian yang dilikrnati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklarne adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklarne adalah benda, alat, perbuatait atau media yang bentuk corak

ragalnnya diraucang untuk tu-iuao kontersial memperkenalkan,
rnenganjurkan, mempromosikau atau untuk rneuarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badad, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umurn.

16. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan urnum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

17. Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan Iogam dan batuan, baik dari sumber alam
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

19. Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalarn Peraturan PerundanA-
undangan dibidang mineral dan batu bara.



20.

22.

21.

21.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, t€rmasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.
Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.

23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau tratuaD
dibau,ah permukaan tanah.
Pajak Sarang Burung Walet adalah pa-;ak atas kegiatan pengarnbilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Bururrg Walet adalah satu,a yang ten.nasuk marga collocolio, yairu
collocaliu.[uchalilt haga, collocolia nnxinq, collocalio esculqnto dan
collocqlio linchi.
Pajak Bumi dan Banguuan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
Buni dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dau/arau
dirnanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yaug
digunakar uutuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dar]
pertambaltgan.

Bumi adalah permukaan bunri yang rneliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Banguuan adalah kolstrr-rksi baik yang ditalam atau dilekatkan secara
tetap pada talah dan/atau perairan pada talnan dan atau laut.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjuruya disebut NJOP adalah harga
rata-rata yang dipcroleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara
walar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganri.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukunr yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan.

26.

27.

28.

29.

30.

31.



32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dirraksud
dalam Undang-undang dibidang pertanahan dan Banqunan.

33. Wajib Pajak adalah Orang pribadi arau Badari yang menurut
ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak Terutang, tennasuk
pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

34. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau langka
waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk
nrenghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

35. Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang sel;njutnya disingkat
SPTPD, adalab surat yang oleh Wajib pajak digunakan uutuk
nrelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, yang terutaug
nlenuruI Peraturan Perundang_undangan perpajakan Derah.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkar SSpD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayarau
atau penyetoran palak ke Kas Daerah atau ketempat pernbayaran laiD
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

37. Surat Ketetapau Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKpD, adalah
sural ketetapan pajak yang menentukan besamya jurnlah pokok pajak
yalrg terutang,

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanlutnya
disebut SKPDKB, adalah surat ketetapal pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredir pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan jurnlah yang masih harus dibayar.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

40. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pada Pajak terutang atau pajak tidak terutang.



41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut srpD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

43. Pernbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengurnpulkan data dan inforrnasi keuanga' yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jurnlah
harga perolehan dan penyerahan baraug atau jasa, yang ditutup
dengan Laporan Keuangan berupa ueraca dan laporan rugi laba pada
setiap tahun pajak berakhir;

44. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirnpun dan rnengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarka' suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pernenuhan keu,a.iiban perpajakan daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka' daerah dan
retribusi daerah;

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajaka' daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta rnengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dau retribusi yan_e terjadi
serta meltemukan tersan gkanva

Jenis Pajak Daerah

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

yang diatur dalam Peraturan

l0



c.

d.

f.

h.

i.
j

Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan; dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III
PAJAK HOTEL
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh I'lotel dengan PembaYaran.

Pasal 4

(l)Objek Pajak adalah pelayanau yang disediakan oleh Hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel

yang sifatnya memberikan kenrudahan dan kenyamanan, tennasuk

fasilitas olah raga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) adalah fasilitas

telepon, faximile, teleks, intemet, foto kopi, pelayanan cuci' seterika'

transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau

dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah;

II



b. Jasa Sewa Apartemen, Kondominium dan sejenisnya;

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa ternpat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

(l) Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah iumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada Hotel

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar l0% (Sepuluh Persen).

Pasal 8

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagailnana dirnaksud dalam Pasal 7 dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel

berlokasi.

12



Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat pajak Terutang

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal l0
Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB I\'
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan \,t,ajib pajak

Pasal ll
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yarg
disediakan di restoran.

pasal l2
(l) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh

Restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagairnana dimaksud pada

ayat (l) meliputi pelayanan penjualan makanan dan_/atau minuman
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat perayanan
maupun ditempat lain.

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Resroran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai
penjualannya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
setiap bulan.

l3



Pasal 13

(l) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
membeli makanan dar/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jurnlah pembayaran yaug
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal l5

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar l0% (sepuluh persen).

Pasal l6
(l) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalaur Pasal l5 dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 14.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

Restoran berlokasi

Bagian Ketiga
l\Iasa Pajak dan Saat Pajak Terutang

pasal l7
Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling larna 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal l8

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan yang
disediakan oleh Restoran.
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BAB V

PAJAKHIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek' Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan

hiburan

Pasal 20

(l) Objek Pajak Hiburan adalah iasa penyelenggaraan Hiburan dengan

dipungut baYaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

a. Tontonau fitlm;

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;

c. Koutes kecantikan, binaraga dan sejeuisnya;

d. Pameran;
e. Diskotik, karaoke' klab ntalatn dan sejenisnya;

f. Sirkus, akrobat dan sulaP;

g. Pennainan bilyar, golfdan bowling;

t. Pu"uon kuda, terldaraau benrotor dan permainan ketangkasan;

i. punri pilu,, refleksi, mardi uap/spa dan pusat kebugaran (f/res'r

center): dan
j. Pertandingan olah raga'

Pasal 2l

(l) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang

menikmati Hiburan

tzl ivrjii- pri"r. Hiburan adalah orang Pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan H iburan
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Bagian Kedua
Dasar pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan pajak

Pas 22

(l) Dasar pe[genaan pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterirna sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) tennasuk potongan harga dan tiket cuma_cuma diberikan
kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 23

(l) Tarif Pajak Hiburan diretapkan sebesar 25oZ (Dua puluh Lirna
Persen) untuk :

a. Tontonan film;
b. Pameran;

c. Sirkus. akrobat dan sulap
d. Pennainan bilyar, golfdan bowliug; dan
e. Pertandingan olah raga

(2) Khusus unluk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantrkan,
diskotik, karaoke, klab malam, pennainan ketangkasan, panti pijat
dan mandi uap/:pa, tarif pajak Hiburan diretapkan sebesar 35o% (tiga
puluh liura persen).

(3) Khusus hiburan kcsenian rakyat/traclisional tar.if pajak Hiburan
ditetapkan sebesar l0o% (sepuluh persen).

pasal 24

(l) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (l), ayat
(2) dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagarmana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l).



(2) Pajak Hiburan Terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan
diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 25

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal 26

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan
Hiburan.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

Dengan narna Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaran

reklame di daerah

Pasal 28

(l) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggraan Reklame;
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. Reklame papanl billboard/video tron/ntega t ronn dan sejenisnya;

b. Reklame kain:
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran:
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
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h. Reklame suara;
i. Reklame film/s/ide; dan
j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :

a. Penyelenggaraan reklame melalui intemet, televisi, radio, warta

harian warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk rnembedakan dari produk

dan jenis lainnya;
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuat

dengal) ketentualt yang mengatur nama pengenal usaha atau

profesi tersebut;
d. Reklarne yang diselenggarakan Perrerintah atau Pemerintah

Daerah.

Pasal 29

(l) Subjek Pajak Reklarne adalah Orang Pribadi atau Badan yang

menggunakan reklame.
(2) Wajib Pajak Reklarne adalah Orang Pribadi atau Badan yang

rnenyelenggarakan reklame.
(3) Dalam hal reklarne diselenggarakan sendiri secara langsung oleh

Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang

Pribadi atau Badan tersebut.
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga

tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 30

( I ) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
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(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan

nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame

sebagairrana drnaksud pada ayat (l ) dihitung dengan memperhatikan

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu

penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame'

(4) Dalarn hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame

ditetapkan dengan tnenggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklarne adalah:
p5q = jenis x bahan yang digunakan x lokasi penempatan x jangka

waktu penyelenggaraan

(6) Hasil perhitungan Nilai Serva Reklan.re sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Pasal 3l

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25o% (dua puluh lima persen)'

Pasal 32

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengau cara

' ' ,n.tlgutlf.un tarif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3l dengan dasar

p"ng""nuun pu.luk.ebagainlana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)'

(Z) i'ajat Reklarne yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

Reklarre tersebut diselenggarakan'

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 33

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan- kalender^ atau jangka

*"t* i.i" v*g aiatur dingan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan

kalender.
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Pasal 34
Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat Penyelenggaraan
Reklame.

BAB VII
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dan

sumber lain

Pasal36
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)

rneliputi seluruh pembangkit listrik.
(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagairnana

dirnaksud pada ayat (l) adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah darr

Pemerintah Daerah;
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan

oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal
balik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis

terkait.

Pasal 37
(l) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang

menggunakan tenaga listrik.
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yattg

menggunakan tenaga listrik.
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(3)

(4)

(l)

(2)

(l)

(2\

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain,
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka
Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Wajib Pajak

pemungutan

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik.
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dir.naksud pada ayat (l)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam hal Tenaga Listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan

biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakatan

KWh/variabel yang ditagihkan dalarn rekening listrik; dan

b. Dalarn hal Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga

Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tilgkat
penggunaan listrik, jangka waktu penrakaian listrik dan harga

satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yaug bersangkutan.

Pasal 39
Tarif Pajak Peuerangan Jalan ditetapkan sebesar l0o% (Sepuluh

Persen).
Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak burni dan gas alam, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan sebesar 3% (Tiga Perseu).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendin, tarif Pajak

Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,57o (Satu Kotna Lima Persen)'

Pasal 40

(3)

(l) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
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(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat penggunaan tenaga listrik.
(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan

untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 41

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal 42

Pajak Terutang dalarn Masa Pajak terjadi pada saat Penggunaan tenaga

listrik.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

Dengan narna Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak

atas kegiatan pengarnbilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari

sumber alarn di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dirnanfaatkan.

Pasal 44

(l) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan

Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

a. Asbes:
b. Batu tulis;
c. Batu setengah permata;

d. Batu kapur;
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e.

f.
g
D'

h.

i.
1

k.
l.

Batu apung;
Batu permata;
Bentonit;
Dolomit;
Feldspar;
Garam batu (halite);
Grafit;
Granit/andesit;

m. Gips;
n. Kalsit:
o. Kaolin;
p. Leusit;
q. Magnesit;
r. Mika;
s. Marmer;
t. Nitrat;
u. Opsidien;
v. Oker:
w. Pasir dan kerikil;
x. Pasir kuarsa:
y. Perlit;
z. Phosphat;
aa. Talk;
bb. Tanah serap (fitllers earth);
cc. Tanah diatorne:
dd. Tanah liat;
ee. Tawas (alunr);
ff. Tras;
gg. Yarosif;
hh. Zeolit;
ii. Basal;
jj Trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :

(2)
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a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan

pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan

tiang listrili/telepon, p€nanaman kabel listrik/telepon' penanaman

pipa air/gas;
b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang

tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal45

(l) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi

atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Waiib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi

atau Badan yang rnengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarit dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 46

(l) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah

Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logatn dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dengan

mengalikan volume/tonase hasil pengarnbilan dengan Nilai Pasar atau

harga standar masing-masing jenis mineral Bukan Logam dan Batuan'

(3) Nilai pasar sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) adalah harga rata-

rata yang berlaku dilokasi setempat di daerah yang bersangkutan.

(4) Dalarn hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dau

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh,

digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang

berwewenang dalarn Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam

dan Batuan.

Pasal4T

Tarif Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan ditetapkan sebesar 207o

(Dua Puluh Persen).
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Pasal 48

(1) Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana

y"rg il-*tta"dalaii Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak

iebagaimana dimaksud dalam Pasal 46'

(2);;j;; Mi;*.I Bukan Logam dan Batuan vang terutang dipungut di
' ' 

wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan .

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 49

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau iangka

*"t* iti Vttg aiatur d-engan Peraturan Bupati paling lan.ra 3 (tiga) bulan

kalender.

Pasal 50

PajakTerutangdalamMasaPajakterjadipadasaatkegiatanpengan-rbian
Mineral Bukan Logam dan Batuan'

BAB IX

PAJAKPARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek' Subiek dan Wajib Pajak

Pasal 51

Dengan nama Paiak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan''

Pasal 52

(l) Objek Pajak Parkir adalah penyelenegaraan tempal 
-parkrr' ' tuiun ialan, baik yang disediakan berkaitan dengan poror

diluar
usaha
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maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan rempar
penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah

Daerah;
b. Penyelengaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya

digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat. dan

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

pasal 53

(l) Subjek Pajak Parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang
rnelakukan parkir Kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan pajak

pasal 54

(l) Dasar pengenaan Palak Parkir adalah jurnlah pembayaran atau yaug

. seharusrya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagairnana dimaksud pada ayat (l)

tennasuk potongan harga paikir dan parkir cuma-cuma ying diberikan
kepada para penerirna jasa parkir.

pasal 55

Tarif Pajak Parkir ditetapkan 20% (dua puluh persen).

pasal 56

(l) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.
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(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir
dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 57

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal 58

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaran

tempat parkir

BAB X
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 59

Dengan narna Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengarnbilan dan/atau

pelnanfaatan air tanah.

Pasal 60

(l) Objek Pajak Air Tanah adalah pengarnbilan dan/atau pemanfaatan air

tanah.
(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan

perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 61

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang

melakukan pengarnbilan dan/atau pemanfaatan air tanah.



(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan pajak

Pasal 62

(l) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air.l.anah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana ditraksud pada ayat (l)

dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan rnerrpertiurbangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a. Jenis sumber air;
b. Lokasi sumber air;
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air:
d. Volurne air yang diarrbil dan/atau dimanfaatkan;
e. Kualitas air; dan
f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilau

dan/atau pemanfaatan air.
(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
(4) Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat ( I ) akaD diatur lebih lanjut dengau peratural Bupati.

pasal 63

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20o% (Dua puluh persen).

Pasal 64

(l) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagairrana dimaksud dalam pasal 6jdenein dasar

.- pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayai(+;.
(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat arr

diambil.
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Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 65

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka

wakru lain yang di.,J;il;"" i;"r","r* Bupati paling lama 3 (tiga) bulan

kalender.

Pasal 66

Paiak Terutang dalarn Masa Pajak terjadi pada saat Pengambilan dan/atau

pemanfaataan Air Tanah'

BAB Xt

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek' Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 67

dengan narna pajak Sarang Burung walet dipu'gut pajak atas

pengarnbilan dan/atau pt"gu'uhuutl sarallg burung walet'

Pasal 68

(l) Objek Pajak Sarang Burung.Walet adalah pengatnbilan datt/atau

,r, +nro'*n:,'#"b?i{T:jf:i:Taimana dirnksud pada avat (r)

adalah p"ngu'oUii* Sarang 
""1-"-t -walet 

yang telah dikenakan

p"n"rimuun Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 69

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet^adalah orang pribadi atau Badan

yan g melaku#'ffg"tbilin dan/atau mengusahakan S arang Burun g

Walet;



(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
walet.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 70

(l) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual sarang burung walet.
(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung berdasarkan

perkalian antara harga pasaran umurn sarang burung walet yang
berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung
walet.

(3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis sarang burung
walet untuk jangka waktu tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7l

Tarif Pajak sarang burung rvalet ditetapkan sebesal l07o (Sepuluh
Persen).

P asal 72

(l) Besaran Pokok Paiak yang terutang dil.ritung deugan cara rnengalikan
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dengau dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
(2) Palak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 73

Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.
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Pasal 74

Pajak terutang pada masa pajak terjadi. pada saat kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet'

BAB XII
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Obielq Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 75

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dipungut pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki' dikuasai

dan/atau dirnanfaatkan- oiett O'ang Pribadi dan/atau badan' kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan' perhutanan

dan pertambangan'

Pasal 76

(l) Objek Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki' dikuasai dan/atau

dimanfaatkan oleh Otu':tg Pribadi dan/atau Badan' kecuali kawasan

yang digunak""-;;; fi"giatan usaha perkebunan' perhutanan dan

Pertambangan'
(2) ierniasuk Jalarn pengertian Bangunan adalah :

a) Jalan lingku;;;;; t""g terle-tak dalam satu kompleks bangunan

seperti t "t"i,'i"fttrt 
dln ernplasemennya' yang merupakan suatu

kesatuan aengan Kompleks Bangunan tersebut;

b) Jalan tol;
c) Kolam renang;

d) Pagar mewah;

e) TemPat olah raga;

0 Galangan kaPal, dermaga;

g) Taman mewah; ' ra minyak;
h) Tempat penampungan' kilang minyak' air dan gas' plt

dan

i) Menara'
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(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan perkotaan adalah Objek pajak yang ;a) Digunakan oleh pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan;

b) Digunakan semata-mata
dibidang ibadah, sosial,
nasional, yang tidak
keuntungan;

untuk melayani kepentingan umum
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

dimaksudkan untuk memperoleh

c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang
selenis dengan itu;

d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan u,isata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e) Digunakan oleh perwakilan diploniatik dan konsulat berdasarkau
asas perlakuan timbal balikl dan

tJ Digunakan oleh Badan perwakilan Lernbaga Internasioanal yang
ditetapkan deltgan peraturan Menteri Keuangan.

(4) Besamya Nilai Jual Objek paiak Tidak Kena palak diterapkan sebesar
Rp. 10.000.000,00. (sepuluh luta rupiah) untuk setiap waj;b palak.

pasal 77

Subiek Pajak Burri dan Bangunan perdesaan dan perkotaau adalah Orang
Pribadi atau Badan yang secara nyara mempunyal suatu hak atas tsulni
dan/atau rnemperoleh manfaat atas Burni, dan/atau merniliki, ,r.,.,guuru,,
dan/atau memperoleh rnanfaat atas Banqunan.

pasal 7g

Wajib_ Pajak Burni dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Orang
Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, d;n/aaau memiliki, menguasar,
dan/atau memperoleh manfaat atas Banqunan.
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Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan pajak

Pasal 79

(l) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 80

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara lnengalikan tarif sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 80 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 76 ayat (4).

Bagian Ketiga

Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang

Pasal 82

Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 83

(l) Saat menentukan pajak yang terutang adalah tnenurut keadaan Objek
Pajak pada tanggal I Januari.

(2) Ternpat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi
letak Objek Pajak.

\
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Pasal 84

(l) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada
Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak,
selarnbatlambatnya 30 (iga puluh) hari kerja setelah diterimanya
SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 85

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah rnenerbitkan SPPT.
(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebaeai

berikut :

a) SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) tidak
disarnpaikan dan Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala
Daerah sebagairnana ditentukar dalanr Surat Teguran.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain remyara
jurnlah pajak yang terutang lebih besar dari jurnlah pajak yang
dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan \Vajib Pajak

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 86

Dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dartatau bangunan

Pasal 87

(1) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi



a. Pomindahan hak karena :

l. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. Pemisahanhakyangmengakibatkanperalihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;

I l. Peleburan usaha;

12. Pemekaran usaha; atau

13. Hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :

l. Kelanjutau pelepasan hak; atau

2. Diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimaua dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Hak rnilik
b. Hak guna usaha

c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan

i Hak pengelolaan.
(4) Obiek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas talrah dan

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a. Perrvakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuau

timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau Perwakilan Lembaga lntemasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi

dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;



e.

f.
Orang Pribadi atau Badan Karena wakaf;

3:::i 
Pribadi atau Badan yang aigrnakan untuk kepentingan

Subjek Bea perolehan
pribadi atau Badan
Bangunan.

Pasal 8g

Hak Atas Tanah dan/atau
yang memperoleh Hak

Bangunan adalah orans
Atas Tanah dan/atai

Pasal 89
Wajib Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah
orang pribadi atau Badan yang memperoleh
Bangunan.

Bagian Kedua
Dasar pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan pajak

Pasal 90
(l) Dasar Pengenaan Bea peroleha'Hak Atas Tanah dan/atau Bangu'a'
.^. 3*l$ nilai perolehan Objek pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek fulut ,"Uugairnana dirnaksud pada ayar (l)dalam hal :

a. Jual beli adalah harga transaksi;
b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
c. Hibah adalah nilai pasar;
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. Waris adalah nilai pasar;
f' Pemasukan dalam perseroan atau badan hukurn lainnya adalahnilai pasar;
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;h. Peralihan hak karena 

- 
pelaksanaan putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilui puru.;i' Pemberian hak.baru atas tanah sibagai keranjutan dari perepasan
hak adalah nilai pasar;

dan/atau Bangunan adalah
Hak Atas Tanah dan/atau



j. Pcrnbcrian hak banl atas tarroh diluor pclcpason hak adalah nilai
pasar;

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang

tercantum dalam naskah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud- pada ayat

(2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah
jaiipada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan pada tahun terjadi perolehan, dasar pengenaan yang

dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan'

(+) Dalam hal NJOP Pajak Burni dan Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) belunr ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB' NJOP
-eajak 

bunii dan Baugunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan

NJOP Pajak Bulri dan Bangunan.
(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagarmana

dirnaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara'

(6) Surat Ketirangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. sebagaimana

dimaksud padi ayat (3) dapat dipeoleh di Kantor Pelayanan Pajak

atau instansi yang berwenang di Kabupaten Donggala'

(7) Besamya Niiai Ferolehan Objek Pajak Tidak.Kena Pajak ditetapkan

sebesa; Rp.60.000.000.- (Enarn puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib

Pajak.
(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang

diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah

dalam garis kit,r.unau lurus satu deraiat ke atas atau satu,derajat ke

br*uh i.ngun pemberi hibah wasiat, tennasuk suarni/istri' Nilai

Perubahan bUl"t eujut Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar

Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah)'

Pasal 9l

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar

5%o (lima Persen).
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Pasal 92

(l) Besaran Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9l dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dalarn Pasal 90 ayat (l) setelah dikurangi Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 90 ayat (7) dan ayat (8).

(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang
dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/alau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
Saat Pajak Terutang dan Pelunasan Pajak

Pasal 93

(l) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehau Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan ditetapkan uutuk :

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;

b. Tukar merukar adalah sejak tanggal dibuat ditanda tangar'linya
akta;

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;

d. Hibah wasiat adalah sejak dibuat dan ditanda tanganinya akta;
e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkatt

peralihan haknya ke Kantor Bidartg Pertanahau;
f. Pemasukan dalam Perseroan Badan Hukum lainnya adalah sejak

tanggal dibuat dan ditauda tanganinya akta;
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak

tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;

h. Putusan hakirn adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasar.t

hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak;

j. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
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k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal
tanganinya akta;

l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal
tanganinya akta;

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal
tanganinya akta;

dibuat dan ditanda

dibuat dan ditanda

dibuat dan ditanda

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta;
o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Bagian Keempat
Penandatangan Pemindahan Hak, Risalah,

Lelang Dan Pendaftaran

Pasal 94

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat rnenandatangi akta
pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib pajak

menyer-ahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 95

Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajb Pajak rnenyerahkan Bukti Pembayaran Pajak.

Pasal 96
Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukal Pendaftaran
Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah setelah
Wajib Pajak rnenyerahkan Bukti Pembayaran Pajak.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaporan

Pasal 97
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah,Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sementara/Camat dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan



Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah
paling lambat tanggal l0 (Sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 98
( I ) Pejabat Pembuat Akta Tanah,Notaris dan Kepala Kantor yaug

membidangi Pelayanan Lelang Negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 dikenakan sanksi
adurinistratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lirna
Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap pelanggarar.r.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah,Notaris dan Kepala Kantor yang
rnembidangi Pelayanan Lelang Negara yang melanggar ketentual
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 98 ayat (l) dikenakan sarrksi
administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Linia
Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 97 dikenakan sanksi sesuar
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengurangan dan Gugatan

Pasal 99

(l) Atas pennohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan

pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak, karena :

a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek

pajak, atau

b. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab

akibat tertentu, atau
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c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial
atau pendidikan yang semata_mata tidak mencari keuntungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 100

(l) Gugatan diajukan secara terturis dalarn Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
penagihan pajak adalah 14 (ernpat beras) hari kerja sejak tanggal
penagihan.

(3) Jangka waktu untuk mengajuka' gugatan terhadap keputusan lain
selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu sebagaimana di'raksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
mengikat, apabila jarrgka wakru dirnaksud tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.

(5) Perpanjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) adalah 14 (ernpat
belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan
penggugar.

(6) Terhadap I (satu) pelaksanaan penagihan atau I (satu) keputusan
diajukan I (satu) surat gugatan.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal l0l
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
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BAB XV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan

Pasal 102

( I ) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak Terutang berdasarkan

Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
rneliputi :

a. Pajak Air Tanah;
b. Pajak Reklarne dan
c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :

Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan;
Pajak Parkir;

g. Pajak Sarang Burung Walet dan
h. Bea Peroleharl atas Tanah dan Bangunan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersarnakan.

(6) Dokurnen lain yang dipersarnakan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(5) berupa Karcis dan Nota Perhitungan.

(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(8) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
(9) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berfungsi

sebagai SPTPD

a.

b.

c.

d.
e.

f.
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pasal 103

(l) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terurangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

l) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang t€rutang tidak atau kurang terbayar.

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disarnpaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran;

3) SKPDN jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika diternukan data baru dan/atau data yang semula
belurn terungkap yang menyebabkan penambahan iumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besamya dengan
jurnlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada

Kredit Paiak.
(2) Jumlah kekurangan pa.iak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana

dirnaksud pada ayat (l) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan

sanksi administratif benrpa bunga sebesar 20% (dua persen) sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling larna 24 (dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat

terutangnYa Pajak
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaitnan dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 1000% (seratus persen) dari

jurnlah Kekurangan Pajak tersebut.
(4) kenaikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

perneriksaan.
(5) iumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa

Lenaikin sebesar 207o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

ditarnbah ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat



dibayar untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 104

(l) Tata cara penerbitan SKPD
SSPD, SPTPD, SKPDKB,

dokumen lain yang dipersamakan ,

SKPDKBT sebsaimana dimaksud

dalam Pasal 100 ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSPD, SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT sebgaimaua dirnaksud dalam Pasal 100

ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasat 105

( 1) Kepala daerah dapat rnenerbitkan STPD jika :

a. pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga dan/atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana

diniaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b ditarabah deugan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama l5 (lirna belas) bulan seiak saat ten'rtangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi adtninistratif berupa buuga sebesar 2olo

(dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 106

(l) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

atau
dan



setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib pajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib pajak setelah memenuhi
persayaratan yang ditentukan dapat memeberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2o% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

(l) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputusan
Keberatar dan Surat Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajakpada u,aktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 108

(1) Wajib Pajak dapat rneugajukan keberatan hanya kepada Kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a.

b.
c.

d.

i

SPPT;
SKPD;
SKPDKB
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan



(2)

(3)

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling larna 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana pada ayat (l), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukkan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I ), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaal Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat
Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai Tanda Bukti Penenrnaan
Surat Keberatan.

Pasal 109

(l) Kepala Daerah dalarn jangka waktu paling lama l2 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukkan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat bempa menenlna
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagairnana diuraksud pada ayat (l) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak rnernberi suatau keputusan, keberatan
yang diajukkau terse4but dianggap dikabulkan.

Pasal ll0
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pennohonan Banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Permohonan Banding sebagaiurana dimaksud pada ayat (1) diajukkan

secara tertulis dalam Bahasa Lidonesia, dengan alasan yang jelas



dalam Jangka waktu 3 (tlga) bulan seJak keputusan diteriura, dilarrrpir i

salinan dari surat keputusan kebertan tersebut.

(3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan . kewajiban
' ' rn"tituyut pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan Putusan Banding.

Pasal lll
(ll Jika Pengaiuan Keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan
"' ;;g;;f;" seluruhnya. kelebihan pembayaranpajak dikembalikan

a"ng"un ai,"*uft imbalan bunga sebesar.2To (dua persen) sebulan

untrik paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

(2t imbalin bu"nga sebagaimana dimakiud pada ayat (l) dihitung sejak

'-' itti* 
"a*"Jun 

samf,ai dengan diterbitkannya SKPDLB

,lr b"r"ttii.J r.u.ratun wu.liiPu.1ak ditolak atau dikabulkan sebagian'

'" il,rii'u'plrtu alt.""i '""tti 
administratif berupa denda sebesar 50o%

(lima puluh persen) oarl jumlah pajak berdasarkan Keputusan

ii"il".uirn di{urangi dengan pajak yang telah dibayar sebelurt

rnengajukkan keberatan'
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukart p:t]::hglun bartd.ing' sanksi
t-' 

^'J-i"irittiii 
be*pu" d"ndu 

"'"b"'u' 50% (lirna puluh persen)

,"Uu*ultunu aituksud pada ayat (3) tidak dikenakan 
..

(s) ;;;tfi;ft;;i"n"n s""dine iitolak atau dikabrlkan sebagian'
t" 

ililP;j;kdit"nul tunt'i admilnistratif berupa denda sebesar 1007o

"*;t G;;; Juti .;"mun pajak berdasarkan Putusa' Banding

dikurangi dengan pemoayaran' iajak yang telah dibayar sebelum

rnen gajukkan keberatan'

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan' Pengurangan Ketetapan da r Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 112

( I) Atas pemohonan Wajib Pajak atau karena jabatannV3,-[1q1la Daerah

"' l';;;i';;;;;iuirun'sppi sKPD' SKPDKB. -:fl-?5tt' """
;ffi;';il;NutuusrpolsvangdalamPenerbitannYaterdaPat
kesalahan tulis dan/atau ke'uiaha-n hitung dan/atau kekeliruan

4'7



(3)

penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undagan
Perpajakan Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau mernbatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. Mernbatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan: dan
e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertirnbangan kernampuan membayar Wajib Pajak atau kondisis
tertentu Obiek Paiak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi adrninistratif dau pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak sebagaitnana dirnaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGEl\{BALIAN KELEBIHAN PEN{BAYARAN

Pasal 113

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

Permohonan Pengernbalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalarn jangka waktu paling larna l2 (dua belas) bulan,

sejak diterimanya pennohonan pengernbalian kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memberikan
keputusan.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan,

sejak diterimanya Pennohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memberikan

keputusan.

(l)

(2)

(3)
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dinraksud pada ayat (2) dan ayat
(3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu

keputusan, Permohonan Pengeurbalian Pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB diterbitkan dalarn jangka

waktu paling larna I (satu) bulan.
Apabila wajib pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagairnana di maksud pada ayat (l) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagairnana pada ayat

(l) dilakukan dalarn jangka waktu paling latra 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
Jika pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2 7o (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaratl

kelebihan pernbayaran Pajak

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagainrana

dirnaksud pada ayat ( I ) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

(5)

(6)

(7)

(8)

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal I 14

(l) Hak untuk rnelakukan penagihau Pajak menjadi kadalurvarsa setelah

rnelampaui waktu 5 (lirna) tahun terhitung seiak saat terutangnya

Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di

bidang Perpajakan Daerah.
(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat I

(satu) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa Penagihan dihitung

sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut'

(4) Pingakuin Utang Pajak secara langsung sebagaimana dirnaksud pada' ' 
uyul (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya



menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurufb dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waiib

Pajak.

Pasal 115

(l) Piutang Pajak yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat di hapuskan

(2) Bupati menetapkan Keputusan Pengahapusan Piutang Pajak

Katupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(l)
(3) Tata cara Pengahapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa di

atur deltgan Peraturan BuPati

BAB XVIII
PEI\{BUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 116

(l) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp'' 
300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun waiib

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan'

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara

pernbukuan atau pencatatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)
diatur dengart Peraturan Bupati

Pasal I l7

(1) Kepala Daerah berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk menguJl

kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka

rrr"luk.unukun Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib

a. ii4emperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan'

dokumen yang rnenjadi dasamya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
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(3)

b. Mernberikan kesempatan untuk memasuki temPat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan / atau

c. Memberikan keterangan yang di perlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal I l8

Instansi yang melaksanakan Pernungutan Pajak dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Tata cara petnberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengau Peraturan Bupati dengan

berpedornin kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB XX
PENYIDIKAN

' Pasal 119

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaitnana

diniaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana

Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesua dengan Ketentuan

Perundang-undangan.

(3) Wewenag penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (l) adalah :

(l)

(2\

(3)

(r)

(2)

5t



a. Menerima, mencari, rnengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengau tindak pidana di bidang

Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkaP dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

Orang Pribadi atau Badan tentang k€benaran pebuatan yang

dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidala Perpaiakan

Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan

Daerah;

d. Meureriksa buku, catatan dan dokutnen lain berkenaan deugan

tindak pidana dibidarg Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatakan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokurnen lain, serta melakukan

penyitaan terhadaP bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ral'lgka pelaksaraan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang rreninggalkan

rauangan atau tempat pada saat petleriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang' benda dan/atau

dokumen yang dibarva;

h. Memotret seseoranB yang berkaitan dengan Tindak Pidana

Perpajakan Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikanpenyidikandan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuat

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan'



(l)

(2)

(4) Penldik sebagaimana dimalcsud pada ayat (l) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut umum melalui Penyidik pejabat polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melarnpirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling
lama I (satu) tahun atau Pidana Denda paling banyak 2 (dua) kali
jurnlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak dengan sengaja tidak menyarnpaikan SPTPD/SSpD arau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga rnerugikan Keuangan Daerah
dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

Pidana Denda paling banyak 4 (ernpat) kali jurnlah Pajak Terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 12l

Tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak diruntut setelah

melampauijangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau

berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
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BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari :

l. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Donggala Nornor I
Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Seri A, Nomor I tahun 1998

targgal22 Mei 1998);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Donggala Nornor 2 Tahun

1998 tentang Pajak Hiburan (Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Donggala Nornor: l2 Seri A, Tahun 1998 Tanggal 22 Mei

1998):

3. Peraturan Daerah Kabupateu Daerah Tingkat l[ Donggala Nomor 3

Tahun 1998 tentang Pajak Reklanie (Diuudangkan dalarr Leurbaran

Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat Donggala Nonor l3
Seri A, Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal22 Mei 1998);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Donggala Nomor 4

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lernbaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 14 Seri A, Nomor 4

Tahun 1998 Tanggal 22 Mei 1998);

5. Peraturan Daerah Kabupalen Daerah Tingkat II Donggala Nornor 5

Tahun 1998 tentang Paiak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C (Lernbaran Daerah Kabupaeten Daerah Tingkat

I[ Donggala, Nomor 15 Seri A, Nornor 5 Tahun 1998 fanggal 22

Mei 1998), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan beluur diganti menurut Peraturan Daerah ini



BAB XXIIT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor I

Tahun 1998 tentang fiiat< Hotel dan Restoran (Lernbaran Daerah

Kabupaten Daerah lingkat II Donggala Seri A, Nomor: I Tahun

1998 tanggal 22 Mei I 998);

2.PeraturanDaerahKabupatenTingkatllDorrggalaNotnor2Tahurr
lgg8tentangPajakHiburan(LembaranDaerahKabupatenDaerah
Tingkat II Donggala Nomor l2 Seri A, Tahun 1998 Tanggal22Mei

l 9e8);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nornor 3

Tahunlgg8tentarrgPajakReklame(DiundarigkandalamLembaran
Daerah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nornor l3

Seri A, Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 22 Mei 1998);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Notnor 4

Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 14 Seri A' Nomor 4

Tahun 1998 Tanggal22Mei 1998);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 5

Tahunlgg8tentangPajakPengambilarrdanPerrgolahanBahan
Galian Golongan c llembaran Daerah Kabupaeten Daerah Tingkat

II Donggala, No*or'l5 Seri A, Nomor 5 Tahun lgg8 Tanggal 22

N el tq-98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan mengenai Pajak Burni

danBangunanSektorPerdesaandanPerkotaansebagaimanadiaturdalarn
P"ratural Daerah ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2014'

Pasal 125

paeraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Maret 20l l

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 24 Maret 2011
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalarn Penyelenggaraau Petnerintahan' Daerah mempunyai

hak dan kewaiiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat'

Untuk dapat menyelenggarakan pernerintahan dengan baik diperlukan

sumber-sumberpembiayaanyangsahsesuaiPeraturanPerundang-

undangan yang berlaku' Perpajakan sebagai salah satu sutnber

Pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan

Perundang-undangan Yang berlaku'

Dengan berlakunya Undang-undang Nornor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah' maka selnua Peraturan

Daerah yang mengatur Paiak Daerah harus menyesuaikan dengan

Perundang-undangan tersurat' Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan

Pajak Daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat' Selain itu dengan Peraturan

Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dan

memenuhi kewajiban PajaknYa'

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait

dengan Pengelolaan Pajak Daerah' kewajiban dan hak pihak-pihak

)/



yang berkepentingan dalam pemungutan pajak serta sanksi
administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak
melaksanakan aatau melanggar ketentauan dalam peraturan Daerah
ini. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan pajak lebih berdaya guna
dan berhasil guna sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih
besar ialah dalam menunjang pembayaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan Pembangunan Daerah Kabuparen
Donggala.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (l)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Huruf a

Hu*f bc'kup 
Jelas

Pengecualian apartemen, kondominium dan
sejenisnya didasarkan atas Izin Usaha.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas



Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal I I
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal l4
Cukup Jelas

Pasal l5
Cukup jelas

Pasal l6
Cukup Jelas

Pasal l7
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal l9
Cukup Jelas
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Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (l )

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dirnaksud dengan "hiburan berupa kesenian
rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat
tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan

diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh
semua lapisan masyarakt.

Pasal 2l
Cukup Jelas

Pasal22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal26
Cukup Jelas

Pasal27
Cukup Jelas
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Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas
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Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 4l
Cukup Jelas

Pasal42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas
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Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56
CukuP Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

CukuP Jelas

Pasal 59
CukuP Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 6l
CukuP Jelas

Pasal 62

CukuP Jelas
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Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 7l
Cukup Jelas

Pasal72
Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal74
Cukup Jelas
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Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan .,Kawasan,, 
adalah semua tanahdan bangunan yang digunakan oleh p"*ruhuun

perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tunah yung
diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hakpengusahaan hutan dan tanah yang rnenjadi wilayah usaha
pertambangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

yang dimaksud dengan ..Tidak 
Dirnaksudkan

Untuk Memperoleh Keuntungan,, adalah bahwaobjek pajak itu diusahakai un,ut'-,r,Jriyuni
kepentingan uu.lulr dan nyata_nyata tidakditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini daoatdikerahui antara lain dari Arrd;r;,r-;;;;.;;,,
Anggaran Rumah Tangga d; yuyurunfUuJinyang bergerak dalam 

-6idang 
i6"iri,, 

"'r".j"r,
kesehatan, pendidikan dan kebidayuun,nurionlf
tersebut.- Te.nnasuk pengertian lni- aaatat- HJiu,,Wisata M_ilik Negaia iesuai dengan d;;;;peraturan perundang_undangan.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas
Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
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Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat (l )

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

a. Perbandinganharga dengan objek lain yang sejenis,

adalah suatu pendekatan/metode dengan cara

membandingkan harga dengan Objek Pajak lain yang

sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsitlya sama

dan telah diketahui harga jualnya.

b. Nilai Perolehan Baru, adalah suatu

pendekatarVmetode Penentuan Nilai Jual Objek Pajak

dengan cara rnenghitung seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada

saat penilaian yang dilakukan, yang dikurangi dengan

penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut'

c. Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan/lnetode
penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang

berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut'

Ayat (2)
Pada dasmya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali

untuk daerah tertentu yang perkembangannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka

penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali'

Ayat (3)
CukuP jelas.



Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 8l
Nilai jual untuk bangunan sebelum di terapkan tarif pajak

dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:
Wajib Pajak A mempunyai pajak berupa :

- Tanah seluas 800 M' dengan harga jual Rp.

300.000.000 /M'
- Bangunan seluas 400 M2 dengan nilai jual Rp.

350.000.000 /M2

- Tatnau seluas 250 Mr dengan nilai jual Rp.

50.000.000 /M'
- Pasar sepanjang 120 M dan tinggi

rata-rata 1,5 M dengan nilaijual Rp. 175.000.000 /
M2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

l. NJOP Burni 800 X RP. 300.000'000
= Rp. 240.000.000.,-

2. NJOP Bangunan
a. Rumah dan garasi 400 X Rp. 350.000.000

= Rp. 140.000.000,-

b. Tanah 200 X RP. 50.000.000
= Rp. 10.000.000,-

c Pasar (r2o x I #'ii l,li.333

Total NJOP Bangunan
= Rp. 181.500.000,-

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

= RP. 10.000.000.-
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Nilai Jual Bangunan Kena Pajak
Rp. 171.500.000,-

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena pajak
4 = Rp. 4l t.5oo.ooo,-
5. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan

Daerah 0 ,l o/o

6. PBB terutang

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Ayat (l )

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

0,1 % x411.500.000
= Rp. 4l1.s00,-

68



Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92
Contoh :

Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai Pokok Objek Pajak : Rp. 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak : Rp. 60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak : Rp. 5.000.000,00

Pajak Yang Terutang Adalah : 5 7o X 5.000.000 :

Rp. 2s0.000,00

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Yang dirnaksud dengan "Risalah lrlang" adalah kutipan risalah

lelang yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor yang membiayai
pelayanan Lelang Negara.

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas
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Pasal 99
Ayat (l)

Hurufa
Kondisi tertentu wajib pajak yang ada

hubungannya dengan objek pajak
Contoh :

l. Wajib pajak tidak lnampu secara ekonomrs
yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang penanahan.

2. Wajib pajak pribadi rnenerima hibah darr
orang pribadi yang rnernpunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat keatas atau satu derajat kebawah

Huruf b
Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya
deugan sebab_sebab tertentu
Contoh :

l. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah
rnelalui pembelian dari hasil ganti rugi
pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah
Nilai Jual Objek pajak.

2. Wajib pajak yaug menperoleh hak atas tanah
sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan
oleh pernerintah untuk kepeutingan
umumyang memerlukan persyaratan khusus.

3. Wajib pajak yang terkena dampak krisis
ekonomi dan moneter yang berdampak luas
pada kehidupan perekonomiau nasional,
sehingga wajib pajak harus melakukan
restrukturisasi usaha atau utang usaha sesuai
dengan kebijaksanaan pemerintah.

4.
Hurufc

Contoh
Tanah danlatau bangunan yang digunakan antara
lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim
platu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan



mencari keuntungan, rumah sakit swasta, dan
institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 100
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh
penggugat karena diluar kekuasaannya (force majeur)
maka jangka waktu dimaksud dapat dipertirnbanlkan
untuk diperpanjang.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal l0l
Cukup Jelas

Pasal 102
Ayat (l)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara membayar pajak, yaitu
ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak.
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib pajak setelah
terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah penyerahan pajak
yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan



melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan

menggunakan SPTPD.
Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Ciukup Jelas

Ayat (7)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara

membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang

terutang dengan menggunakan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan rnenghitung,
memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya

sebagaiman mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau

SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan'

Pasal 103

Ketentuan ini rnengatur penerbitan Surat Ketetapan Pajak

atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat Ketetapan

Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang

disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPTPD

atau karena diterrukannya data fiscal yang tidak
dilaporkan oleh Wajjib Pajak.

Ayat (l)
Kete[tuan ini memberikan kewenangan kepada Kepala

Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT
atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan

erkataan lain hanya kepada Wajib Pajak tertentu yang

nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban fonnal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Waiib Pajak tidak menyampaikan SPTPD

pada Tahun Pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka

waktu tertentu juga belum menyampaikan
SPTPD,maka dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun Kapala Daerah dapat menerbitkan

SKPDKB atas pajak yang terutang.
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2 Seorang 
Yq.r! lqi"t menyampaikan SpTpD pada

.13hu: 
Plluk 2009. Datam jangka waktu paling lama 5( ma, khunr temyata dari hasil pemeriksaan SpTpD

yang disampaikan tidak benar. Atas pajak Terutang
yang kurang dibayar tersebut, Kepala Daerah dapai
menerbitkan SKPDKB ditambah dengan Sanisi
Administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh
yang telah ditebitkan SKPDKB, apabila dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah puiui yi'ng
terutang ditemukan data baru dar/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebaLkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala
Daerah dapat menerbitkan SKpDKBT.

a. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala
Daerah temyata jurnlah pajak yang terutang sama
besamya dengan jurnlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak
Terutang, dan Tidak ada Kredit Pajak, Kepala Daerah
dapat rnenerbitkau SKPDN.

Hurufa
Angka I )

Cukup Jelas
Angka 2)

Cukup Jelas
Angka 3)

Yang dimaksud dengan "Penetapan
Pajak Secara Jabatan" adalah
penetapan besanrya Pajak Terutang
yang dilakukan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data ada atau keterangan
lain yang dimiliki oleh KeaPala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Hurufb

'Cukup Jelas

Hurufc
Cukuo Jelas



Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang

tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaltu

mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2o/. (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat

dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak

saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya

SKPDKB.

Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak uremenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf b,

yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang

semula belum terungkap yang berasal dari hasil
pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,

maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi adrrinistratif
berupa kenaikan sebesar l00o/o (seratus persen) dari
jumlah kekrrangan pajak. Sanksi administratif ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum

diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak ntemenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dirraksud dalam ayat (l)
hurufa angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD
yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi

administratif berfupa kenaikan pajak sebesar 25Y' (dlua

puluh lima persen) dari Pokok Pajak yang terutang.
Dalam kasus ini Kepala Daerah menetapkan pajak yang
terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 250lo



(dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak yang terutang,
juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa
bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal I l0
Cukup Jelas

Pasal I l l
Cukup Jelas

Pasal I l2
Ayat (l)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a



Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas

Hurufc
Cukup Jelas

Hurufd
Cukup Jelas

Hurufe
Yang dimaksud dengan "Kondisi Tertentu Objek
Pajak" antara lain: lahan pertanian yang sangat
t€rbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai
atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal I I l
Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal I 15

Cukup Jclas

Pasal I l6
Cukup jelas

Pasal I l7
Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat (l )
Yang dirnaksud dengan "lnstansi Yang Melaksanakan
Pungutan" adalah dinasfuadan/lembaga yang tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak-pajak.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilaksanakan melalui



Dembavaran vang dilakukan oleh Pemerinlah Daeralt

densan alat kelingkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Daeiah yang membidangi masalah keuangan'

Ayat (3)
CukuP Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

CukuP Jelas

Pasal 123

CukuP Jelas

Pasal 124

CukuP Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas
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